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1. Evaluasi Proses Legislasi

Dari sisi perencanaan:

1. Perencanaan legislasi tidak sejalan dengan

perencanaan pembangunan

2. Jumlah RUU prioritas tahunan tidak

realistis

3. Ketidakjelasan standar penentuan RUU 

prioritas

Perencanaan

legislasi

Prolegnas

Program Prioritas

Tahunan

Progsun PP

Progsun Perpres

Perencanaan

pembangunan

RPJPN

RPJMN

Renstra K/L

RKP

70 RUU 

RPJMN dan 

Prolegnas

2015-2019

Tambahan 12 RUU 

dalam Prolegnas Tambahan 14 RUU 

dalam RPJMN
PSHK dan Bappenas, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi

Penanganannya, hal. 16-17, diunduh dari https://pshk.or.id/wp-

content/uploads/2019/11/PSHK_KAJIAN-REFORMASI-REGULASI-DI-INDONESIA.pdf

https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/11/PSHK_KAJIAN-REFORMASI-REGULASI-DI-INDONESIA.pdf
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Capaian

Prolegnas 2020

37 RUU prioritas

tahunan

13 RUU 

disahkan

3 RUU prioritas

tahunan

Highlight: Sudah 16 tahun Prolegnas

dilaksanakan, tetapi masalahnya

berulang dan berlanjut

A: “Apa standar

menentukan prolegnas

prioritas?”

B: “Umm… Tidak jelas”

Untuk mendapat masukan masyarakat, Baleg:

1. Mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Prioritas

Tahunan kepada masyarakat melalui media cetak dan 

elektronik

2. Melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi

masyarakat

3. Menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi

(Pasal 15 Peraturan DPR 2/2019)

Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan dilakukan oleh Baleg, 

PPUU, dan Mentera melalui raker, rapat panja, dan/atau rapat

timus dengan memperhatikan alasan diajukannya RUU, hasil

evaluasi pelaksanaan Prolegnas Priotas Tahunan tahun

sebelumnya, tersedianya NA dan RUU  (Pasal 15 dan Pasal 22 

ayat (5)  Peraturan DPR 2/2019)

Kebutuhan hukum masyarakat?
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Tahap Perencanaan Penyusunan Pembahasan Pengesahan Pengundangan

Objek Fokus Prolegnas Naskah

Akademik

Draf RUU

Daftar 

Inventaris

Masalah (DIM)

UU Lembaran

Negara

Pihak yang 

praktiknya

terlibat

DPR

DPD

Baleg

Panitia

Perancang UU

Kemenkumham

BPHN

DPR

DPD

Komisi

Baleg

TA/ Perancang/

Peneliti

Kementerian

Komite terkait

DPR

Komisi/ Pansus

TA/ Perancang/ 

Peneliti

Kemenkumham

Kementerian 

terkait

DPR

Pemerintah

Pemerintah

M. Nur Sholikin, “Judicial Review dan Proses Legislasi”, disampaikan pada mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, STH Indonesia Jentera, 

25 November 2020
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Kebutuhan adaptasi atas

kecepatan perubahan situasi

sosial, ekonomi, dan 

teknologi (efisiensi)

Kebutuhan masyarakat yang 

mendamba pemerintahan

yang lebih terbuka, termasuk

terlibat aktif dalam

pengambilan kebijakan

(transparansi)

Sementara itu, pembentuk kebijakan di masa 

modern dihadapkan pada:

1. Waktu membahas legislasi semakin pendek

2. Peran media dalam perdebatan politik dan 

sosial

3. Tuntutan untuk menghasilkan produk

legislasi yang berkualitas tinggi

Hans-Martien ten Napel & Reijer Passchier, “Combining efficiency and transparency in legislative 

processes” in Journal The Theory and Practice of Legislastion Vol.3, 2015 

Untuk menyeimbangkan efisiensi dan transparansi, kajian ten 

Napel & Passchier (2015) yang mendalami praktik legislasi di 

Slovenia, Finlandia, dan UK menghasilkan beberapa faktor yang 

menjadi indikator penentu titik keseimbangan:

Tempo, 

kecepatan, dan 

perencanaan

Konsultasi Penggunaan TI

Keterbukaan

dan 

transparansi

Keterlibatan

dan partisipasi

publik

Keterkaitan dengan konteks Indonesia?
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“Keberhasilan demokrasi

partisipatif mensyaratkan

masyarakat yang memiliki

komitmen dan motivasi kuat

untuk melibatkan dirinya dalam

peran-peran sebagai masyarakat.

Walaupun keberadaan internet 

dan TI memudahkan partisipasi, 

hal ini tidak otomatis mendorong

komitment dan keterlibatan aktif

dalam menyuarakan pendapat,

termasuk untuk mempengaruhi

proses pembentukan kebijakan.”

F. Poletta (2013)

Inform

Consult

Involve

Collaborate

Empower

ParlAmericas, Toolkit: Citizen Participation in the 

Legislative Process, 

Tangga Partisipasi

Legislator

Masyarakat

Dalam konteks legislasi Indonesia, peran legislator “untuk

menginformasikan” dalam memunculkan keterlibatan

masyarakat seharusnya bisa dilakukan sejak perencanaan

prolegnas.



Refleksi Pelibatan dan Keterlibatan Publik dalam Legislasi

Pemanfaatan TI 

untuk memperluas

akses

Pembahasan RUU 

dan DIM

Akses terhadap

dokumen

Kanal

menyampaikan

opini dan 

ketidaksetujuan

Menjamin

partisipasi di 

tengah pandemi


